
PETUNIUK OPERASIONAL { PO )
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN KASUS PNS, MASALAH PERCf,MIAN DAN PEMBINAAN DISIPLIN PNS

TAHUN ANGGARAN 2O2O

A,TUGAS POI(OK DAN FUNGSI

. TUGAS POKOK
Sesuai dengat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang susunan dan Pembentukan Organisasi perangkat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Badad Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia l{abupaten pesisjr Selatan mempunyai
Tirga, Pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

. fUNGSI
Uhtuk melaksanakan tugas di atas, suh Bidang Penilaian Kinerja dan Evaluasi (inerja ASN pada BadaD l(epegawaian dan pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi sebagai be kut i

1. Perumusan kebijakan, rencana, prcsedur dan petuniukleknis kegiatan sub bidang penilaian kinerja dan evaluasi kinerja ASN;
2. Pelaksanaan progmm dan kegiatan sub bidang penilaian k nerja dan evaluasi peniiaian kinerja ASN;
3. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN di lingkup perangkat da€rah;
4. Peiaksa naan tugas lainnya yangdiberikan oleh pimpinan.

B, MASALAH YANG DI HADAPI

Setiap tahun selaiu ada PNS yang lerlibat dalam suatu kasus terutama indisiplineryang dilakukan PNS. Ditambah dengan adanya pNS yang
mengajukan gugakn percemiah te rhadap pasangannya. Hal jni mesfi diperiksa lebih lanjutagar masa la h yang tefia rli terkonfirmasi dengan jelas
dan objektil Peme.iksaan ini dilakuicn oleh Tim Pemeriksa Kaslls dan Masalah Perceraian PNs di BKPSDM Kab. pesisir Selatan dengan
menghadirkan PNS dan saksi-saks i ya ng dibutuhka n.

C. KONDIST AWAL/SAAT INI
_ Masihterdapat9 [sembiian) bahan gugatan perceraian yang baru masuk ke BKPSDM pada akhir lahun 2019 dan belum djperiksa.

D. TUIUAN YANG INGIN DI CAPAI
- Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian khususnya yangbeahubungar dengan pembinaan bagiAparat!r Sipil Negarayang meliputi

penegakan disiplin dan masalah percera ian Aparatul Sipil Negara diLingkungah Pemedntah Icbupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2020

E, SASARAN
- Terlaksananya kegiatan Pemerikaan Kasus PNS dan iltasalah perceraian tahun 2020 ,,a ng b erkaitan dengan pembinaan bagj ApaEtur Sipil

Negara yang meliputi penegakan disiplin dan masalah perceraian Aparatur sipil Negam di Linghngan pemerintah Kabupain pesisir selatan.

F. DANA
36.902.000,- (Tiga puluh Enam lu[a Sembiian RaLus Dua Ribu

5. Bf,LANIA 36.902.OO0
5.2. BEIIINIA LANGSUN€ 36.902.000
s.2.2. BELANJA PEGAWAI 6.000.000
5.2.2.OL. tlonorariumPNS 5.000.000
5 2_2_01_00-\_ Honorarium PelaksaDa Kcgiatan 6000.000

12 504.000 6.000.000
5.2.2. BEI"ANJA BARATIG DAN IASA 30_902.000
5.2.2,05. Belanja P€rawatan Kendaraan Bermolor 4.867.400
s.2 2.05.003 Belanja BBIrt/Gas dan pchrmas 4.867.404

Bbm 624 7 850 4.867.A0A
5.2.2.06 Belan,a Cetak dan Pengadaan 2_390.000
5.2.2.05.002 2.394.000

11.950 200 2.390.000
5.2 2.08. Belania Sewa Sarara M obtlitas 900.000

Bclanja Sew Sarana Mobilitas Darat

3 304.0()0 900.000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Mtnuman 7.920.000
5.2 2.7',t .002. Belanja makanan dan minuman rapar 7.920.1)00

?88 20 000 5.764.A00
2tlt] 7.300 216A.A00

s.2.2.75. Belanja Perjaianan Dlnas 14.825.000
5.2.215.001. Belania perjalanan dinas dalam daerab 14.825.0A0

Kec. t<oto Tarusan s/d lQc. Ipnlltlyang 3.300.000
17 1AA.0AA

t6 75.004 1.200.00u
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Kec. Rondh Pesnir s/d Pc. Soal 6.575.000

25 125.OOO 3.125.000

100.0ct0

14 1.A50.000
5.?.2.1,5.O02. BeiaDia perjalanan dinas luar daerah da-laB provinsi 4.950.000

12 175.000 2.100.000

1B 125.0(t{) z 250.000

6 100.000 600 000

lumtah 36.902.000

G.HASILYANG DI HARAPIGN
- Terlaksananya pemeriksaan pada PNS yangterlibal kasus ataupun indisipliner dan pemeriksaan pada PNS yang mengajukan gugatan

perceraian termasuk terhadap pasangah dan saksi-saksinya.

H. KETERKAITAN Df,NGAN UNIT KERJA LAIN
- Seluruh unit kerja di lingl.ungan Pemerintah Kabupaten PesisirSelatan.

I, ORGANISASI KEGIATAN
Dengan mengacu kepada:
a- Undang-urdang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan ljndang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah.

b. Pelaturan Pemerintah Nolr1or:58 Tahun 2005 tentang Pehgelolaan Keuangan Dael?h.
c. Peraturan Menteri Dalam Nege Nomor:21tahsn2011tenEngPerubahanKeduaatasPeEturanMenteriDalamNegeliNomor:13Tahun

2006 tentang Pedoma n Pengeiolaa n Keuangan Daerah.

d. Peraturan Daerah KabLrpaten Pesisir Selatan Nomor:6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah IAPBD) IGbupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2020.

e. Peraturan BupatiPesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanla Daemh Kabupaten pesisirSelatan
Tahun 2020

I Dokumen Pelaksanaan Anggarah Organisasi Perangkat Daerah Nomor 3.00.04.3.00-0401.17.33. tentang Kegiatan Pemeriksaan Xasus PNS,
l4asalah Perceraian dan Pembinaan Disiplin PNS Tahun Anggaran 2020

g. l(eputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor r 900/39/Kp!s/BPf-PS/2019, tanggal 08 lanua 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil
Menjadi Pengguna Anggamn, Kuasa Pengguna Anggaran dall Bendahara Pengeluaran, BendahaIa Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada n1asing-masi ng O rganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Angga ran 2020

h. Keputusan Kepala Badan (epegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesjsir Selatan Nornor : 800.05/003/BKPSDM-
2019, tanggal 9]anuarj 2020, tenlang Penunjukan Pegawai Negeri Sipjl Menjadi Pejabat Pelakana Teknis Kegiatan IPPTq dilingkungan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya lvlanusia Kabupaten PesisirSelatan TahunAnggaran 2020

Ditetapkan Susunan Oryanisasi pada Regiatan Pemeriksaan Kasu s PN S dar Masalah Perceraian Ta hun Anggaran 2020 sebaga i b e d kut :

1 Penanggung iawab Program / Pengguna Anggaran, (epala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sunber Daya Manusia Kabupaten
Pesisir Selatah.

2 Penanggung Iawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidahg Pengembangan Kompetensi dan Penilaian (inerja ASN pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten PesisirSelatan.

3 Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatalr [PPTK], IGsubbjd Penilaian Kineia dan Evaluasi Kinerja AsN pa& Badan Kepegawaian dan
PengembanganSumberDaya Manusia KabupatenPesisirSelatan.

4 Behda ha rawan Pengelua ran, Staf Bada n Kepegawa ian dan Pengetnbanga n Sumber Daya Ma husia Kabu paten Pesisir Selata n.

5 Sekretariat Pelakse ha Tekn is Xegiatan, staf Bada n Kepegalva ian da n Pengembarga n su mber Daya Ma nusia Kab u paten Pesis ir seiatan.

K. TUGAS DAN TA}IOGUNG JAWAB
Dengan mempedomani Surat l(eputusan Bupati Pesisir Selatan dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing masing unsur
pengelola kegiatan adalah sebagai berikuL I

1 PemnggungJawab Program
Beltugas sebaBai bedkut :

1,1 Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan rnonitoringdan pengenda lia n ata s pelaksanaan progmm / kegiatan.

1,2 Memberikan arah dan pelunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yangada bagi pelaksanaan progmm / kegiatan.

1,3 Memberikan laporar kepada BirpaU atas pelakanaan programdan kegiatan ya ng terdapat pada DPA-0PD tahun anggaran berjalan.

1,4 Mempertanggung jawabi.?n dan menandalrngani serta lnemeriksa seluruh dokuhteD transaksi paling lambat 1X 3 bulan.

1,5 Menandatangani su rat pernyataa n ta nggu ngjawab Pengguna Anggaran.
1,6 l\,lenandatanganiSPM.
1,7 Me nge lola uta ng da n piuta ng yang menjadi ta nggu ngjawa b Perangkat Daera h.
1,8 Meflgelola ba rang milik Daerah / kekayaan Da et.ah yang menjadj tangg! ngjawab perangkat Daerah.

1,9 Men),'usun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.
1.10 Mengawasi PelaksanaaD Anggaran Pemngkat Daerah.



1,11 Melaksa naka n tugas-tugas Pengelola Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan (epala Daerah melalui
Sekretaris Daerah selaku l(oordinator Pengelola Keuangan Daerah.

2 Penanggung.Jawab Kegiatan
Bertugas sebagai berikut I

2,1 Membantu Penanggung jawab kgiatan da,am melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang
kendaii / kompetensi dan pefiimbangan lainnya.

2,2 Pehmpahan kewenangan tet-sebut d itetapkan dengan keputusan Kepala Daerahatas usul Kepala Pemngkat Daerah-

3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Beftugas sebagai berikut :

3,1 [,lenyiapkan Organisasi Pengelola Kegiatan.
3,2 MengendalikanPeiaksanaanKegiatan.
3,3 Mengusulkan kebutuhanbiaya bulanah kegiatan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
3,4 Melaporkanperkembangahpelaksanaankegiatan.
3,5 Menyiapkan dokrmen anggaranatas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
3,6 Dan tugas-tugas lainnya sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor | 16 Tahun 2018 tenbng Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang / Jasa Pemeri.:ah.

4 Sekreta riat Pela ksana Teknis Kegiatan
Beftugas sebagai berikut :

4,1 Membantu Pelaksana Kegiatan dalam pela ksanaan tuga s penatausahaan/administrasi sesuai dengan petxnjuk Pehksaha Kegiatan.

5 Bendahara Pengeluaran
Betugas sebagai berikut :

5,1 Melaksanakan penatausahaan pengeluamn terhadap Belanja tangsung (BL), Uang Persediaan [UP), Ganti UaBg [cl]J dan Tambah Uang
(TU).

5,2 Mengajukan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU,SPP-LS kepada PAIKPA melalui PPK-OPD berdasarkan SPD

5,3 Mencatat SPP yang diajukan ke dalam register dilluat tiga rangkap, lembar I dan 2 untuk PPK-OPD dan lembar ke-3 untuk arsip
bendahara.

Demikian PetunjukOperasionalIPO) ini dibuatuntuk d iperguna kan sesuai dengan ketentuan yang be.la ku.
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